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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-

Nya Inspektorat II berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 

dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat II ini disusun sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan 

anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II mengacu pada ketentuan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait 

lainnya. Di dalam Laporan Kinerja Inspektorat II tersaji informasi mengenai capaian 

kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah 

strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun 

mendatang. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja Inspektorat II. Harapan kami, 

Laporan Kinerja Inspektorat II dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai 

kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan 

layanan dan kinerja di tahun berikutnya. 

Akhir kata, semoga laporan kinerja Inspektorat II bermanfaat bagi seluruh pemangku 

kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Jakarta, 28 Januari 2026 
Inspektur II, 
 
 
 
Purwaniati Nugraheni, S.H., M.M.  
NIP 196809211988122002  
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IKHTISAR EKSEKUTIF  
 

 

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 

2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola 

organisasi dan percepatan pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran 

Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan Inspektorat II mengacu pada tujuan yang 

telah ditetapkan dalam Renstra Itjen Kemendikdasmen periode 2025-2029. 

Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan 

tata kelola organisasi dengan rumusan menguatnya sistem tata kelola 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, 

dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025 adalah 

89,35. 

 

Melalui perumusan tujuan ini, Inspektorat II berupaya memastikan bahwa 

seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (outcome) yang 

optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, 

serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. 

 

Pada Tahun 2025, satuan kerja telah melaksanakan program dan kegiatan 

secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan 

strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan 

meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung 

sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang 

semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun 

masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, 

Inspektorat II telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian 
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strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 

menjadi landasan bagi peningkatan kinerja Inspektorat II pada tahun 

berikutnya. 

 

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator 

kinerja tujuan, yaitu sebagai berikut: 

 

Sepanjang tahun 2025 Inspektorat II telah mengarahkan seluruh program, 

kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas 

Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah. 

 

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dan 

seluruh Indikator berhasil mencapai atau melampaui target. Capaian ini 

mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan 

area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan 

ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut 

ringkasan capaian anggaran dan capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 

2025: 
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Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran 

selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan 

penurunan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit 

Kerja. 

 

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam 

upaya pencapaian target, antara lain: 

1. perbedaan tingkat pemahaman unit kerja terhadap SPIP, keterbatasan 

sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengendalian intern dan 

manajemen risiko, serta belum optimalnya integrasi SPIP ke dalam proses 

bisnis dan pengambilan keputusan. 

2. keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban tugas 

rutin satuan kerja, serta belum optimalnya sistem monitoring internal 

pada sebagian satuan kerja. Kondisi tersebut berdampak pada 

keterlambatan pemenuhan dokumen pendukung dan belum 

maksimalnya kualitas implementasi enam area perubahan ZI. 

 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang 

ada, antara lain: 

1. melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja 

terkait melalui konsultasi, dan pendampingan teknis secara berkala. 

Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan 

pemahaman, serta memastikan keseragaman penerapan SPIP di seluruh 

unit kerja. 

2. penguatan peran pembinaan dan pendampingan kepada satuan kerja. 

Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian asistensi 

teknis secara berkelanjutan kepada satuan kerja yang dinilai belum siap.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Inspektorat II, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Kemendikdasmen) mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan 

Dikmen (Ditjen PAUD Dikdasmen), dan Badan Standar, Kurikulum, dan 

Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

(OTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pelaksanaan 

tugas tersebut, Inspektorat II berperan mendukung pencapaian tujuan 

Kementerian melalui pengawasan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada 

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat II selama Tahun 2025 

disusun dan dilaksanakan selaras dengan perencanaan Strategis 

Kementerian, serta diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, 

program, dan kegiatan di lingkungan Kemendikdasmen berjalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pengawasan 

dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta 

kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan 

Inspektorat II. 

 

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat II juga berperan aktif 

dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Hal ini dilakukan melalui pengawalan perencanaan kinerja, pemantauan 

pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja unit kerja 

agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penguatan 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi bagian 

penting dalam pelaksanaan tugas Inspektorat II sepanjang Tahun 2025. 

 

Melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, 

Inspektorat II diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, 

meningkatkan efektivitas pengelolaan program dan anggaran, serta 

mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, Inspektorat II 

berkontribusi nyata dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan 

peningkatan kinerja Kemendikdasmen selama Tahun 2025. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024; 

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 

40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 
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9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan 

Menengah Tahun 2025-2029; dan 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 

 

C. TUGAS DAN FUNGSI 

Tugas Inspektorat II 

 

Gambar 1. 1 Tugas Inspektorat II 
 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan 
Dasar dan Menengah Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Inspektorat II memiliki tugas
melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan 
pengawasan intern terhadap 
kinerja, keuangan, kepegawaian, 
dan barang milik negara di 
lingkungan Kementerian serta 
pengawasan teknis 
penyelenggaraan Pendidikan di 
daerah sesuai wilayah kerjanya.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat II menyelenggarakan 

fungsi: 

 

 

Gambar 1. 2 Fungsi Inspektorat II 
 

D. STRUKTUR ORGANISASI 

Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen dipimpin oleh Inspektur yang 

bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal. Untuk membantu 

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II, Inspektur dibantu oleh Jabatan 

Fungsional Auditor dan Jabatan Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. Berikut ini adalah struktur organisasi Inspektorat II, Itjen 

Kemendikdasmen Tahun 2025. 
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Gambar 1. 3 Struktur Inspektorat II Periode Januari s.d September 2025 

 

 

Gambar 1. 4 Struktur Inspektorat II Periode Oktober s.d Desember 2025 

 

Pada Januari s.d September 2026 Inspektur II adalah Bapak Sutoyo. 

Dikarenakan meninggal dunia di bulan September, makan di bulan Oktober 

s.d Desember 2026 digantikan oleh Ibu Purwaniati Nugraheni. Bapak Jupri 

Ketua kelompok BSKAP pada bulan November pensiun, maka digantikan oleh 

Bapak Dharmasta. 
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SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada awal tahun 2025 Inspektorat 

II Itjen Kemendikdasmen didukung 29 pegawai, dan dalam perjalanannya 

terdapat 5 orang yang pensiun, 2 Orang meninggal dunia, 4 orang mutasi ke 

Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Pada bulan Juni terdapat 4 Orang CPNS 

dan 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh 

Waktu. Rekapitulasi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. 1 Dukungan SDM Inspektorat II 
 

E. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS 

 

1. Restrukturisasi Organisasi dan Ketersediaan Auditor 

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada lingkungan 

Kemendikdasmen berdampak pada perubahan struktur dan komposisi 

sumber daya manusia di Inspektorat II. Kondisi ini menyebabkan 

berkurangnya jumlah auditor sebagai aparatur pengawasan, sehingga 

mempengaruhi kapasitas pelaksanaan pengawasan. Tantangan ini 

menuntut Inspektorat II untuk mengoptimalkan penugasan, 

ISU STRATEGIS
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meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pendekatan 

pengawasan berbasis risiko agar pengawasan tetap berjalan secara 

efektif; 

 

2. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan 

Kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 berimplikasi terhadap 

keterbatasan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi frekuensi 

dan cakupan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Inspektorat 

II perlu melakukan penyesuaian strategi pengawasan dengan 

memprioritaskan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi serta 

memanfaatkan metode pengawasan yang lebih efisien, termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi; 

 

3. Pengawasan terhadap Program Revitalisasi dan Digitalisasi 

Pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi di bidang pendidikan 

dasar dan menengah menjadi salah satu fokus kebijakan Kementerian 

pada Tahun 2025. Program-program tersebut memiliki kompleksitas yang 

tinggi serta melibatkan pengelolaan anggaran dan teknologi informasi 

dalam skala besar. Inspektorat II dihadapkan pada tantangan untuk 

memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat 

sasaran, dan memberikan manfaat optimal, melalui pengawasan yang 

adaptif dan berbasis pada sistem dan proses digital; 

 

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola 

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola organisasi 

merupakan isu strategis yang terus dihadapi Inspektorat II terhadap 

satker yang berada di bawah binaannya. Masih terdapat kebutuhan 

untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) di unit kerja yang berada di bawah binaan 

Inspektorat II. Inspektorat II berperan dalam melakukan pembinaan, 

evaluasi, dan pengawalan agar perencanaan, pelaksanaan, serta 

pelaporan kinerja dapat berjalan selaras dan berorientasi pada hasil; 
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5. Pencegahan Risiko Penyimpangan dan Peningkatan Kepatuhan 

Dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian 

berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan serta ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat II menghadapi 

tantangan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan 

yang bersifat preventif, peningkatan peran early warning system, serta 

penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait. Pendekatan ini 

diharapkan dapat meminimalkan risiko dan mendukung terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 

 

 

1. Dalam menghadapi restrukturisasi organisasi yang berdampak pada 

berkurangnya jumlah auditor, Inspektorat II berperan strategis dalam 

menjaga keberlanjutan dan kualitas pengawasan. Peran tersebut 

diwujudkan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penajaman 

prioritas penugasan, serta peningkatan kompetensi aparatur pengawasan 

agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal; 

 

2. Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, Inspektorat II berperan dalam 

melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar tetap efektif dan 

memberikan nilai tambah bagi organisasi. Strategi tersebut dilaksanakan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode pengawasan 

yang lebih efisien, serta penguatan sinergi dan koordinasi antar-unit 

pengawasan; 

 

3. Inspektorat II memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan 

program revitalisasi dan digitalisasi pada jenjang Pendidikan dasar dan 

menengah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan akuntabel. 

Peran ini dilaksanakan melalui pengawasan terhadap tata kelola 

PERAN STRATEGIS
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program, pengelolaan anggaran, serta mitigasi risiko yang melekat pada 

implementasi sistem dan layanan berbasis digital; 

 

4. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di satker yang berada 

pada wilayah binaannya, Inspektorat II berperan mendorong penguatan 

implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peran 

tersebut diwujudkan melalui pembinaan, evaluasi, dan pengawalan 

perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja unit kerja agar 

selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan; 

 

5. Inspektorat II berperan sebagai pengawas intern yang berorientasi pada 

pencegahan risiko penyimpangan dan peningkatan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan melalui 

penguatan fungsi early warning system, peningkatan kualitas 

rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan unit 

kerja terkait. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Visi dan Misi 

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal 

mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian 

Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sasaran strategis untuk 

terlaksananya visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki peran 

dalam tercapainya sasaran strategis terkait Meningkatnya tata kelola 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, 

dan akuntabel. 

 

Tabel 2. 1 Matrik Kinerja Inspektorat II 2025-2029 
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B. Program Prioritas 2025 

 

C. Rencana Kerja dan Anggaran 

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat II menyusun rencana kerja dari 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Berikut tren alokasi anggaran 2021-

2025 Inspektorat II: 

 

Grafik 2. 1 Tren Alokasi Anggaran 2021-2025 Inspektorat II 

 

Rp16.060.387.000 

Rp17.695.475.000 

Rp20.850.938.000 

Rp22.816.229.000 

Rp11.684.608.000 

2021 2022 2023 2024 2025

Perbandingan Anggaran Tahun 2021 s.d 2025

Pagu
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Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat II sebesar 

Rp11.684.608.000,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta 

enam ratus delapan ribu rupiah), namun karena terdapat kebijakan efisiensi 

dari Kementerian Keuangan, maka terdapat anggaran yang diblokir sebesar 

Rp4.587.173.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta 

seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Sehingga dengan adanya blokir 

anggaran tersebut hanya sebesar Rp7.097.435.000,- (tujuh milyar Sembilan 

puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dapat 

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 

Inspektorat II.  

 

No Kode Nama Kegiatan Anggaran 

(Rp) 

Blokir (Rp) Tidak Blokir 

(Rp) 

 7592 Penguatan Pengawasan 

Inspektorat II 

 11.684.608.000   4.587.173.000   7.097.435.000  

 7592.EBD Layanan Manajemen Kinerja 

Internal 

 11.684.608.000   4.587.173.000   7.097.435.000  

1 7592.EBD.001 Layanan Reviu Inspektorat II  113.250.000   73.680.000  39.570.000  

2 7592.EBD.002 Layanan Pengawasan Dana 

Transfer Daerah Inspektorat II 

 5.367.140.000   2.218.856.000   3.148.284.000  

3 7592.EBD.003 Layanan Pengawasan 

WBK/WBBM Inspektorat II 

 1.589.060.000   670.321.000   918.739.000  

4 7592.EBD.004 Layanan Pengawasan SPIP 

Inspektorat II 

 4.615.158.000   1.624.316.000   2.990.842.000  

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Inspektorat II per Kegiatan 

 

(dalam ribu rupiah) 

 

Grafik 2. 2 Sebaran Anggaran Tahun 2025 per Rincian Output 

Layanan Reviu; 
113.250 ; 1%

Layanan Pengawasan 
Dana Transfer Daerah; 

5.367.140 ; 46%

Layanan Pengawasan 
WBK/WBBM; 

1.589.060 ; 14%

Layanan Pengawasan 
SPIP; 4.615.158 ; 

39%

Anggaran Per Rincian Output (RO)

Layanan Reviu Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah

Layanan Pengawasan WBK/WBBM Layanan Pengawasan SPIP
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D. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen pada tahun 

2025 mengalami perubahan. Perjanjian Kinerja awal yang ditetapkan pada 

bulan Juli 2025 kemudian pada akhir tahun 2025 terdapat perubahan 

terhadap Perjanjian Kinerja Inspektorat II, hal ini disebabkan karena adanya 

perubahan pada pejabat struktural di Inspektorat II, namun tidak terdapat 

perubahan dari target kinerja dan anggaran, hal ini dapat dilihat pada dua 

matriks berikut. 

 

 

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal 

 

 

 

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Inspektur II dengan Inspektur Jenderal 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan 

mengetahui ketercapaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam 

perjanjian kinerja, pada BAB ini akan menjelaskan mengenai analisis terkait 

capaian Indikator Kinerja Inspektorat II, Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025. 

 

A. AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Inspektorat II atas pelaksanaan program dan kegiatan 

serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Selama tahun berjalan, Inspektorat II melaksanakan pengelolaan kinerja 

melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang 

selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. 

 

Capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2025 diukur secara sistematis 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu 

internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian 

besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami 

deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika 

kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan. 

 

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 

menunjukkan komitmen Inspektorat II dalam menerapkan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini 

menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-

tahun berikutnya. 
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Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Inspektorat II menetapkan 3 

(tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Capaian IKK Inspektorat II Tahun 2025 
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Skor kematangan/maturitas SPIP di wilayah kerja Inspektorat II yang 

mendapatkan minimal nilai 3,300 berdasarkan penilaian internal Itjen 

mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Terintegrasi. Berdasarkan Perka BPKP tersebut bobot fokus penilaian 

SPIP yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

Tipe penghitungan pada indikator ini adalah non kumulatif dan satuannya 

dalam persentase. Inspektorat II melakukan penjaminan kualitas pada hasil 

penilaian mandiri Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan BSKAP. Dari 

hasil penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat II, didapat 

hasil kematangan/maturitas SPIP sebesar 4,251, sehingga target IKK terkait 

maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II tercapai 100%. 

Surat pengantar kepada BPKP atas hasil penjaminan kualitas yang dilakukan 

oleh Inspektorat Jenderal yang merupakan kolaborasi seluruh Inspektorat, 

dan hasil Kertas Kerja Evaluasi terlampir. 
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Tabel 3. 1 Target Capaian Kinerja IKK 1.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029 

 

Bila melihat target sampai dengan tahun 2029 dan membandingkan dengan 

capaian tahun 2025, maka Inspektorat II akan optimis dapat mencapai target 

setiap tahunnya sampai dengan akhir periode Renstra 2025-2029. 

 

Dalam upayanya untuk mencapai target Indikator Kinerja 1.1 ini, Inspektorat 

II melakukan berbagai program dan kegiatan, yaitu: 

 

1. Pelaksanaan Reviu 

Tujuan dilakukan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas 

bahwa suatu kegiatan, proses, atau laporan telah disusun dan 

dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan. 

Secara rinci tujuan reviu antara lain: Menilai kesesuaian; Meningkatkan 

kualitas hasil kerja; Memberikan keyakinan terbatas; Mendukung 

akuntabilitas dan transparansi; Mencegah risiko dan penyimpangan; 

serta Memberikan rekomendasi perbaikan. 

Adapun reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat II yaitu Reviu LK, 

Reviu RKA-K/L, Reviu Lakip, dan Reviu RKBMN. 

 

2. Pelaksanaan Audit 

Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, 

dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-



 

 

25 

undangan serta pencapaian tujuan organisasi. Audit juga dimaksudkan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja entitas, 

mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang 

konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi entitas. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat II beberapa langkah 

utama sebagai berikut: 

a. Pelatihan di Kantor Sendiri. 

Tahap awal pelaksanaan audit diawali dengan kegiatan pelatihan 

dan/atau sosialisasi kepada auditor. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menyamakan persepsi terkait tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan 

kriteria audit, serta meningkatkan pemahaman terhadap pedoman dan 

instrumen audit yang akan digunakan. Dengan adanya pelatihan dan 

sosialisasi, diharapkan proses audit dapat berjalan secara efektif, 

objektif, dan sesuai standar. 

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Audit 

Selanjutnya dilakukan penyusunan pedoman dan instrumen audit 

sebagai acuan dalam pelaksanaan audit kinerja. Pedoman audit 

memuat kerangka kerja, metodologi, dan prosedur audit, sedangkan 

instrumen audit disusun untuk membantu pengumpulan data dan 

informasi yang relevan, valid, dan andal. Penyusunan pedoman dan 

instrumen ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, kualitas, serta 

keterbandingan hasil audit antar entitas. 

c. Pelaksanaan Audit Kinerja Entitas 

Audit kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 April s.d 1 Mei 2025 di 

enam BPMP, yaitu: 

1) BPMP Provinsi Papua; 

2) BPMP Provinsi Sumatera Selatan; 

3) BPMP Provinsi Riau; 

4) BPMP Provinsi Lampung; 

5) BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

6) BPMP Provinsi Gorontalo.  
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Audit berfokus pada penilaian aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 

pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahap ini, auditor melakukan 

pengumpulan dan analisis data melalui pemeriksaan dokumen, 

wawancara, observasi, serta prosedur audit lainnya. Hasil audit kinerja 

diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

capaian kinerja BPMP, permasalahan yang dihadapi, serta faktor 

penyebabnya. 

d. Kompilasi dan Penyusunan Hasil Audit 

Tahap akhir pelaksanaan audit adalah kompilasi dan penyusunan 

hasil audit. Seluruh temuan, analisis, dan rekomendasi dari audit 

kinerja BPMP dikompilasi secara sistematis untuk disusun dalam 

laporan hasil audit. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dan 

pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta tindak 

lanjut perbaikan kinerja dan tata kelola BPMP. 

 

3. Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat kematangan, 

efektivitas, dan kualitas penerapan sistem manajemen kinerja dan 

pengendalian internal pada entitas, sebagai dasar dalam meningkatkan 

akuntabilitas, kinerja, serta tata kelola organisasi. Evaluasi juga 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan 

peluang perbaikan dalam penerapan kebijakan dan sistem, serta 

memberikan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja 

dan pencapaian tujuan strategis Kementerian.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan evaluasi dilakukan 

melalui beberapa komponen utama sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri dan Sosialisasi. 

Pelaksanaan evaluasi diawali dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi 

kepada auditor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai kebijakan, konsep, kriteria, serta metodologi 

evaluasi yang akan digunakan, khususnya terkait Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Melalui pelatihan dan sosialisasi, diharapkan 
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tercipta kesamaan persepsi serta kesiapan entitas dalam mendukung 

pelaksanaan evaluasi secara optimal. 

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen. 

Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi, disusun pedoman dan instrumen 

evaluasi yang memuat kriteria, indikator, serta prosedur penilaian. 

Pedoman dan instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa 

proses evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan terukur. 

Penyusunan instrumen juga bertujuan untuk menjamin konsistensi 

dan keterbandingan hasil evaluasi, serta memudahkan proses 

pengumpulan dan analisis data. 

 

c. Pelaksanaan Evaluasi SPIP 

Evaluasi SPIP dilaksanakan untuk menilai tingkat maturitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat 

II telah melakukan Penjaminan Kualitas SPIP atas hasil Penilaian 

Mandiri SPIP yang dilakukan pada Direktorat Jenderal PAUD 

Dikdasmen dan BSKAP. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap 

unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil 

evaluasi SPIP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

efektivitas pengendalian intern serta kemampuan Eselon I dalam 

mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Kementerian. 

d. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 

Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja 

satker, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, hingga evaluasi kinerja internal. Evaluasi ini bertujuan untuk 

memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kinerja, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan 

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).  

Inspektorat II telah melakukan evaluasi AKIP pada 47 Satker di 

lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen sebanyak 40 satker dan BSKAP 

sebanyak 7 satker. Adapun hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 



 

 

28 

 

Grafik 3. 1 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 
Melalui pelaksanaan evaluasi yang terstruktur dan komprehensif 

tersebut, diharapkan satker mampu meningkatkan efektivitas sistem 

pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. 

 

4. Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama program 

prioritas dan program strategis Kementerian berjalan sesuai dengan 

ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan juga 

dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini potensi permasalahan, 

penyimpangan, dan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran 

program, serta memberikan masukan perbaikan secara tepat waktu guna 

meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan program dan layanan publik. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat II telah melakukan 

serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri dan Sosialisasi. 

Kegiatan pemantauan diawali dengan pelaksanaan pelatihan bagi 

auditor yang terlibat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kapasitas petugas pemantauan terkait kebijakan, 

prosedur, indikator, serta metode pemantauan yang akan digunakan. 



 

 

29 

Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan pelaksanaan 

pemantauan dapat dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Pemantauan 

Untuk menjamin keseragaman dan kualitas pelaksanaan pemantauan, 

disusun pedoman dan instrumen pemantauan yang menjadi acuan 

bagi seluruh pelaksana. Pedoman dan instrumen tersebut memuat 

ruang lingkup, indikator, mekanisme, serta teknik pengumpulan dan 

analisis data pemantauan. Penyusunan pedoman dan instrumen ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan 

secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian (Tes Kemampuan 

Akademik) 

Pemantauan pelaksanaan program Kementerian, khususnya Tes 

Kemampuan Akademik (TKA), dilakukan untuk memastikan bahwa 

seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan 

ketentuan, jadwal, dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan 

mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan peserta, 

serta mekanisme penilaian. Hasil pemantauan diharapkan dapat 

mengidentifikasi kendala dan risiko pelaksanaan serta memberikan 

rekomendasi perbaikan guna menjamin kredibilitas dan integritas 

program. 

Inspektorat II melakukan pemantauan TKA yang dilaksanakan pada 

tanggal 2 s.d 8 November 2025 di satuan Pendidikan jenjang menengah 

yang ada pada 8 Provinsi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, 

Aceh, Maluku, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sumatera 

Barat. 

d. Pemantauan Pengaduan Masyarakat 

Pemantauan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk menilai 

efektivitas mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan tindak lanjut 

pengaduan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

pengaduan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan, 
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serta digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas 

layanan dan penyelenggaraan program Kementerian. 

Selama tahun 2025, Inspektorat II telah melaksanakan pemantauan 

pengaduan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) kali di 3 (tiga) Provinsi, 

yaitu: 

1) Provinsi Banten pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2025 pengaduan 

terkait bantuan revitalisasi satuan Pendidikan. Tanggal 3 Juli 

2025, tanggal 16 s.d 18 Juli 2025, dan tanggal 21 s.d 25 Juli 2025 

di kota Tangerang Selatan pengaduan terkait SPMB; 

2) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 s.d 19 September 

2025 terkait pengaduan di salah satu sekolah swasta; 

3) Provinsi Jawa Barat tanggal 16 s.d 17 Juni di Kota Bandung, dan 

18 s.d 20 Juni 2025 di Kabupaten Bogor pengaduan terkait SPMB. 

e. Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru 

Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat II dilakukan untuk memastikan bahwa 

proses penerimaan berjalan secara objektif, transparan, adil, dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan 

mencakup aspek sistem, prosedur, serta pelaksanaan di lapangan, 

guna meminimalkan potensi penyimpangan dan menjamin 

terpenuhinya prinsip keadilan dalam akses pendidikan. 

Inspektorat II melakukan pemantauan SPMB yang dilaksanakan pada 

tanggal 13 s.d 17 Mei 2025 di 8 Prov/Kab/Kota, tanggal 13 s.d 14 Juni 

2025 di 4 Prov/Kab/Kota. 

Melalui pelaksanaan pemantauan yang terencana dan terstruktur 

tersebut, diharapkan Kementerian dapat memperoleh informasi yang 

akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan, serta 

mendorong peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan 

kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

 

5. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya 

Pelaksanaan pengawasan lainnya merupakan bagian dari upaya 

penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan 
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pemerintahan. Pada periode pelaporan, pengawasan lainnya difokuskan 

pada pendampingan pelaksanaan program prioritas serta pemantauan 

tindak lanjut hasil pengawasan, guna memastikan program dan kegiatan 

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

a. Pendampingan pelaksanaan program prioritas dilaksanakan melalui 

pemberian asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada satker. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

regulasi, memitigasi risiko sejak dini, serta mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan program. Pendampingan dilakukan 

secara terencana dan berkesinambungan, sehingga permasalahan 

yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diberikan rekomendasi 

perbaikan secara tepat. 

b. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan 

sebagai bentuk pengendalian atas rekomendasi yang telah 

disampaikan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan 

bahwa unit kerja menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara 

tepat waktu dan sesuai dengan substansi perbaikan yang diharapkan. 

Hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan 

komitmen unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil 

pengawasan.  

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, tanggal 27 

Juli s.d 1 Agustus 2025 di kota Ambon, Kota Makassar, Kab. Langkat, 

Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kab. Bintan, Kota Padang Panjang, dan 

Kab. Minahasa; dan Tanggal 10 s.d 15 Agustus 2025 di Kab. 

Banyuasin, Prov. Jayapura, Kab. Takalar, Kab. Belitung, Prov. Papua 

Selatan, Kab. Maluku Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Banggai. 

 

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan lainnya telah 

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program 

prioritas, memperkuat pengendalian intern, serta mendukung 

pencapaian sasaran kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam 

dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. 
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6. Dukungan Operasional Pengawasan Internal 

Dukungan operasional pengawasan intern merupakan faktor pendukung 

utama dalam menjamin terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif 

dan akuntabel. Pada periode pelaporan, dukungan operasional 

difokuskan pada perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, serta 

penatausahaan Inspektorat, guna memastikan seluruh kegiatan 

pengawasan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang 

berlaku. 

 

Pada komponen perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, 

Inspektorat melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen 

perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta kebijakan anggaran yang 

ditetapkan. Evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran dilakukan 

secara berkala untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan 

realisasi, mengidentifikasi deviasi, serta merumuskan langkah perbaikan 

yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran pengawasan. 

 

Sementara itu, pada komponen penatausahaan Inspektorat, dilakukan 

pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, dan kepegawaian 

secara tertib, transparan, dan akuntabel. Penatausahaan dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

Inspektorat, serta menjamin ketersediaan data dan informasi yang andal 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja. 

Secara keseluruhan, dukungan operasional pengawasan intern telah 

berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan evaluasi 

program dan anggaran, serta tertib administrasi Inspektorat. Hal ini 

berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan intern 

dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat secara 

berkelanjutan. 
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Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di 

wilayah kerja Inspektorat II 

Adapun definisi operasional dan metode perhitungan dari indikator kinerja 

tersebut adalah Satker di wilayah Inspektorat II yang pernah mendapatkan 

predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB. Target dan capaian kinerjanya 

bersifat kumulatif dengan satuan persentasi. 

Sampai dengan laporan ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan 

hasil satker yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM, sehingga capaian 

kinerja pada indikator terkait ZI-WBK/WBBM belum dapat diketahui. Namun 

Kemendikdasmen memberikan penghargaan kepada satker yang telah lulus 

evaluasi oleh Tim Penilai Internal. Sebanyak 23 satker di wilayah kerja 

Inspektorat II mendapatkan penghargaan internal dari Mendikdasmen. 

 

Tabel 3. 2 Target Capaian Kinerja IKK 2.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029 
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Capaian yang disampaikan pada matriks tersebut didapatkan dengan 

perhitungan berikut. Secara akumulasi, satker di wilayah kerja Inspektorat 

II yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah sebanyak 20 

satker, dan 23 Satker yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2025 

adalah: 

1. Direktorat SMA; 

2. BBPMP Provinsi Jawa Barat; 

3. BPMP Provinsi Kalimantan Barat; 

4. BPMP Provinsi Riau; 

5. BPMP Provinsi DKI Jakarta; 

6. BPMP Provinsi Bali; 

7. BPMP Provinsi Jambi; 

8. BBPMP Provinsi Jawa Timur; 

9. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

10. Direktorat SMP; 

11. Direktorat SD; 

12. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan; 

13. BPMP Provinsi Aceh; 

14. BPMP Provinsi Kalimantan Utara; 

15. BPMP Provinsi Bengkulu; 

16. BPMP Provinsi Maluku; 

17. BPMP Provinsi Sulawesi Barat; 

18. BPMP Provinsi Sumatera Selatan; 

19. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

20. BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara; 

21. BPMP Provinsi Kalimantan Timur; 

22. BPMP Provinsi Gorontalo; 

23. BPMP Provinsi Kepulauan Riau. 

Sehingga perhitungan sementara yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(Akumulasi capaian satker berpredikat ZI-WBK/WBBM s.d tahun 2024 + 

jumlah Satker yang mendapatkan penghargaan Mendikdamsen tahun 2025) 

dibagi dengan total satker di wilayah kerja Inspektorat II dikali 100% 

Sehingga didapat capaian sebesar 91,49 (152,48%) dari target sebesar 60. 

Dalam rangka mendukung perealisasian target kinerja indikator “Persentase 

Satuan Kerja yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah 

kerja Inspektorat II”, telah dilaksanakan serangkaian program dan kegiatan 

yang terstruktur dan berkesinambungan. Program dan kegiatan tersebut 

difokuskan pada penguatan peran Inspektorat dalam pembinaan, 
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pendampingan, serta evaluasi implementasi ZI pada satuan kerja, yang 

dilaksanakan melalui beberapa komponen pelaksanaan evaluasi dan 

pelaksanaan pemantauan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Evaluasi 

a. Pelatihan dan Sosialisasi 

Pelatihan dan sosialisasi ZI-WBK/WBBM dilaksanakan sebagai upaya 

meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas auditor. Kegiatan 

ini mencakup penyampaian materi terkait pembangunan ZI, 

pemenuhan eviden pada enam area perubahan, serta strategi 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas. 

Melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, auditor 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu dan 

memiliki kesamaan persepsi daam melaksanakan tugas evaluasi secara 

lebih sistematis dan sesuai dengan standar evaluasi yang ditetapkan. 

b. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Evaluasi 

Inspektorat II menyusun dan menyempurnakan pedoman serta 

instrumen evaluasi ZI-WBK/WBBM sebagai acuan dalam pelaksanaan 

evaluasi ZI-WBK/WBBM. Pedoman dan instrumen tersebut dirancang 

agar selaras dengan kebijakan nasional serta memperhatikan 

karakteristik dan kondisi satuan kerja di wilayah kerja Inspektorat II. 

Ketersediaan pedoman dan instrumen evaluasi yang jelas, terukur, dan 

mudah dipahami berkontribusi dalam meningkatkan kualitas evaluasi 

serta memudahkan proses pembinaan dan evaluasi. 

c. Pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM 

Pelaksanaan evaluasi ZI-WBK/WBBM dilakukan secara objektif, 

independen, dan berbasis risiko melalui penilaian terhadap pemenuhan 

indikator pada setiap area perubahan. Evaluasi ini mencakup 

penelaahan dokumen, verifikasi eviden, serta klarifikasi atas 

implementasi program ZI di satuan kerja. Kegiatan evaluasi menjadi 

instrumen penting untuk mengidentifikasi tingkat kematangan 

pembangunan ZI, menemukan celah perbaikan, serta memberikan 

rekomendasi yang konstruktif bagi satuan kerja dalam rangka 

peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. 
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Inspektorat II telah melaksanakan kegiatan evaluasi pada tanggal 4 s.d 

8 Mei 2025, pada 6 (enam) satker di lingkungan Ditjen PAUD 

Dikdasmen. Satker tersebut adalah: 

1) BPMP Provinsi Maluku; 

2) BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara; 

3) BPMP Provinsi Kalimantan Timur; 

4) BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

5) BPMP Provinsi Kepulauan Riau; 

6) BPMP Provinsi Aceh. 

 

d. Ekspose Hasil Evaluasi 

Ekspose hasil evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk umpan balik dan 

transparansi atas hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM yang telah dilakukan. 

Melalui kegiatan ekspose, Inspektorat II menyampaikan capaian, 

kelemahan, serta rekomendasi perbaikan untuk dibahas bersama. 

e. Kompilasi 

Kompilasi hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM dilakukan secara sistematis 

sebagai bahan pemetaan capaian pembangunan ZI di wilayah kerja 

Inspektorat II. Hasil kompilasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar 

dalam penyusunan laporan kinerja, bahan pengambilan keputusan 

manajerial, serta perumusan strategi pembinaan dan pendampingan 

pada periode selanjutnya. Melalui kompilasi yang akurat dan 

komprehensif, Inspektorat II dapat memetakan dan memastikan 

ketercapaian target indikator kinerja secara berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, sinergi antara pelatihan dan sosialisasi, 

penyusunan pedoman dan instrumen, pelaksanaan evaluasi, ekspose, 

serta kompilasi hasil evaluasi telah memberikan kontribusi signifikan 

dalam mendukung peningkatan jumlah satuan kerja yang memperoleh 

predikat ZI-WBK/WBBM. Program dan kegiatan tersebut menjadi 

fondasi penting dalam mendorong penguatan integritas, peningkatan 

kualitas tata kelola, dan pelayanan publik di wilayah kerja Inspektorat 

II. 
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2. Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan pemantauan ZI-WBK/WBBM dilakukan kepada satker yang 

telah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang merupakan bentuk 

pengawasan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan konsistensi 

antara perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan Zona 

Integritas. Pemantauan dilakukan melalui penelaahan dokumen, verifikasi 

eviden, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. 

Keterkaitan kegiatan pemantauan dengan pencapaian target kinerja 

terletak pada kemampuannya dalam mendeteksi secara dini potensi 

permasalahan, ketidaksesuaian, maupun kelemahan implementasi ZI di 

satuan kerja. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi Inspektorat II untuk 

memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran, sehingga satuan 

kerja dapat segera melakukan penyesuaian dan perbaikan sebelum proses 

penilaian eksternal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap 

peningkatan jumlah satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat ZI-

WBK/WBBM. 

 

Pada tahun 2025, Inspektorat II telah melakukan pemantauan sebanyak 2 

(dua) frekuensi. Frekuensi pertama pada tanggal 14 s.d 19 Juli 2025 di 6 

(enam) satker yaitu Direktorat SMA, BBPMP Jawa Barat, BBPMP Jawa 

Tengah, BPMP Riau, BPMP DI Yogyakarta, dan Pusat Asesmen Pendidikan. 

Kemudian frekuensi kedua dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 23 November 

2025 di 6 (enam) Provinsi yaitu BPMP Provinsi Sumatera Barat, BPMP 

Sumatera Utara, BPMP Provinsi Maluku Utara, BPMP Provinsi Banten, 

BPMP Provinsi DI Yogyakarta, dan BPMP Provinsi Lampung.  
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Definisi operasional dan metode perhitungan dari indikator kinerja tersebut 

adalah hasil pencapaian dari Inspektorat II terhadap evaluasi yang dilakukan 

oleh auditor intern. Evaluasi yang dilakukan oleh auditor intern adalah 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut 

mengatur mengenai predikat dari nilai hasil evaluasi sebagai berikut: 

 

Kategori Nilai Interpretasi 

AA >90-100 Sangat Memuaskan 

A >80-90 Memuaskan 

BB >70-80 Sangat Baik 

B >60-70 Baik 

CC >50-60 Cukup (Memadai) 

C >30-50 Kurang 

D 0-30 Sangat Kurang 

Tabel 3. 3 Hasil kategori nilai hasil evaluasi SAKIP 

 

 

Tabel 3. 4 Target Capaian Kinerja IKK 3.1 Periode Renstra 2025 s.d 2029 
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Upaya yang telah dilakukan Inspektorat II dalam pencapaian target indikator 

kinerja antara lain: 

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 

sebelumnya. Hal ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi 

kepada pemangku kepentingan, Inspektorat II berkomitmen untuk 

melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous Improvement) untuk 

memastikan terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja yang kuat, 

terintegrasi, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik; 

2. Melakukan penyelarasan indikator kinerja utama dengan indikator 

kinerja kegiatan serta targetnya agar sesuai dengan sasaran strategis 

Kementerian. Penyelarasan tersebut terlihat pada Renstra dan Perjanjian 

Kinerja. Penyusunan indikator kinerja dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time 

Bound) sehingga mampu menggamparkan capaian kinerja secara terukur 

dan relevan dengan visi dan misi Kementerian; 

3. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pengukuran dan 

evaluasi kinerja secara berkala. Inspektorat II secara konsisten 

melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian kinerja 

triwulanan, disertai dengan analisis atas deviasi antara target dan 

realisasi. Hasil monev tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan 

keputusan manajerial, termasuk dalam melakukan penyesuaian strategi 

pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah 

ditetapkan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Inspektorat II 

terhadap penerapan manajemen kinerja yang adaptif dan berbasis data; 

4. Inspektorat II mengoptimalkan peran pengawasan intern dalam 

mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan kegiatan 

pengawasan, reviu, dan evaluasi difokuskan pada aspek efektivitas 

program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan tersebut 

tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana 

pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi unit kerja 
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terkait dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja 

organisasi secara keseluruhan; 

5. peningkatan kualitas pelaporan kinerja menjadi salah satu fokus utama 

dalam upaya pencapaian predikat AKIP minimal “A”. Penyusunan 

Laporan Kinerja (LAKIN) dilakukan secara komprehensif dengan 

menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian 

kinerja. Analisis kinerja disajikan secara jelas, logis, dan berbasis bukti 

(evidence-based), termasuk penjelasan mengenai faktor pendukung, 

hambatan, serta tindak lanjut perbaikan yang telah dan akan dilakukan. 

Dengan demikian, LAKIN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

mencerminkan akuntabilitas substantif atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Inspektorat II; 

 

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan 

komitmen Inspektorat II dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja 

yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Dengan konsistensi 

pelaksanaan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada seluruh 

komponen SAKIP, Inspektorat II optimistis dapat mencapai dan 

mempertahankan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

minimal “A” secara berkelanjutan. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

1. Capaian Anggaran 

Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat 

II sebesar Rp11.684.608.000,-. Namun karena 

terdapat kebijakan efisiensi dari Kementerian 

Keuangan, maka terdapat anggaran yang 

diblokir sebesar Rp4.587.173.000,-. Sehingga 

dengan adanya blokir anggaran tersebut hanya 

sebesar Rp7.097.435.000,- yang dapat 

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat II. 

Grafik 3. 2 Realisasi Anggran 2025 
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Dari total pagu anggaran yang dapat digunakan,Inspektorat II berhasil 

merealisasikan sebesar Rp.6.898.170.370,- dengan persentase daya 

serap sebesar 97,19%. 

 

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 

(tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian realisasi 

anggaran pada masing-masing kegiatan. 

No Kode Nama Kegiatan Anggaran (Rp) Blokir (Rp) Tidak Blokir 

(Rp) 

Realisasi (Rp) % 

 7592 Penguatan 

Pengawasan 

Inspektorat II 

11.684.608.000  4.587.173.000  7.097.435.000  6.898.170.370 97,19 

 7592.EBD Layanan Manajemen 

Kinerja Internal 

11.684.608.000  4.587.173.000  7.097.435.000  6.898.170.370 97,19 

1 7592.EBD.001 Layanan Reviu 

Inspektorat II 

 113.250.000   73.680.000  39.570.000  18.600.000 47,01 

2 7592.EBD.002 Layanan Pengawasan 

Dana Transfer Daerah 

Inspektorat II 

 5.367.140.000  2.218.856.000  3.148.284.000  3.097.461.464 98,39 

3 7592.EBD.003 Layanan Pengawasan 

WBK/WBBM 

Inspektorat II 

 1.589.060.000   670.321.000   918.739.000  873.402.159 95,07 

4 7592.EBD.004 Layanan Pengawasan 

SPIP Inspektorat II 

 4.615.158.000  1.624.316.000  2.990.842.000  2.908.706.747 97,25 

Tabel 3. 5 Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2025 Inspektorat II 

 

 

Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021 s.d 2025 
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Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran 

selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan 

penurunan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit 

Kerja. 

 

2. Efisiensi Anggaran 

Pada tahun 2025, Inspektorat II berhasil melakukan efisiensi anggaran 

sebesar Rp175.000.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja 

bahan operasional, yang selanjutnya anggaran hasil efisiensi tersebut 

digunakan untuk bantuan dalam bentuk school kit dan family kit yang 

diberikan bagi korban bencana banjir di Provinsi Aceh. Dengan adanya 

pengalihan tersebut, maka, anggaran yang semula tidak dapat terserap, 

menjadi terserap dan lebih bermanfaat. 

 

C. KINERJA LAIN-LAIN 

1. Inovasi 

Dengan adanya re-organisasi dan re-strukturisasi pada Kementerian dan 

adanya perubahan pada Organisasi Tata Kelola Kemendikdasmen maka 

terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan tugas dan fungsi Itjen 

pada tahun 2025. Salah satu tugas dan fungsi Itjen untuk melakukan 

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal yang semula 

menjadi tugas dan fungsi di Sekretariat, dengan adanya perubahan 

organisasi tadi maka pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 

menjadi tanggung jawab di masing-masing Inspektorat.  

Untuk mempermudah dan agar pekerjaan tersebut berjalan secara 

optimal, maka Inspektorat II melakukan inovasi dalam pengelolaan 

tindak lanjut hasil pengawasan dengan mekanisme pengingat otomatis 

(Otomatic Reminder System) melalui aplikasi Whatsapp kepada auditi. 

 

Database ini dirancang sebagai pusat informasi yang menyimpan seluruh 

data temuan dan rekomendasi dari Inspektorat II secara rapi dan 

terorganisir. Database ini mampu menggerakkan fitur pengingat otomatis 

yang langsung terkirim ke WhatsApp sasaran audit. Hal ini memastikan 
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setiap kewajiban tindak lanjut terpantau dengan baik, mengurangi risiko 

keterlambatan dalam melaksanakan rekomendasi, serta menciptakan 

proses koordinasi yang lebih cepat, transparan, dan profesional antara 

inspektorat dengan unit kerja yang diperiksa. 

 

 

Gambar 3. 2 Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan 

 

 

 

Gambar 3. 3 Dashboard pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Database TLHP Inspektorat II 
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Gambar 3. 5 Trigger/Script Reminder Otomatis TLHP 
 

2. Penghargaan 

Pada tahun ini Inspektorat II memberikan penghargaan untuk pegawai di 

Inspektorat II sebagai bentuk apresiasi atau reward kepada pegawai di 

lingkungan Inspektorat II. Kriteria penghargaan yang diberikan kepada 

para pegawai adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 6 Penghargaan Inspektorat II 
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3. Program Lintas Sektoral/ Kolaboratif (Crosscutting/Collaborative) 

Pada tahun 2025, Inspektorat II melakukan pelaksanaan program 

Crosscutting, yaitu pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola 

dana transfer daerah, yaitu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah. 

Inspektorat II melaksanakan program pengawasan dana BOS 

bekerjasama dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota. Terdapat 2 jenjang 

Pendidikan yang dilakukan pengawasan dana BOS tersebut yaitu jenjang 

Pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan menengah.  

Adapun hasil yang didapat dari pengawasan bersama antara lain: 

a. Dampak positif kerjasama Itjen dengan Inspektorat Daerah. 

1) Peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana; 

2) Penguatan transparansi dan pencegahan penyelewengan; 

3) Pengelolaan risiko yang lebih terarah; 

4) Penguatan kapasitas pengawas internal pemerintah (APIP). 

b. Dampak terhadap sekolah dan pengelola dana BOS. 

1) Perbaikan sistem akuntansi internal sekolah; 

2) Peningkatan kultur kepatuhan dan tata kelola keuangan; 

c. Efek untuk Pemerintah Daerah dan Kebijakan Publik. 

1) Penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah; 

2) Pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan temuan audit. 

d. Tantangan dan kendala pelaksanaan kerjasama. 

Walaupun sinergi ini membawa dampak positif, terdapat beberapa 

tantangan, misalnya: 

1) Keterbatasan ruang lingkup pengawasan di beberapa wilayah, 

terutama untuk daerah dengan tingkat risiko tinggi; 

2) Keterbatasan data dan sistem informasi yang terintegrasi untuk 

mendukung pengawasan yang holistik; 

3) Perlu peningkatan kapasitas pengawas di daerah agar audit lebih 

efektif dan akurat. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas 

Inspektorat II atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 

anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini 

menunjukkan tingkat keberhasilan Inspektorat II dalam memenuhi target 

yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih 

memerlukan perbaikan. 

 

Melalui evaluasi ini, Inspektorat II berkomitmen untuk memperkuat langkah 

peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, 

efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini 

diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan 

perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin 

selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. 

 

Selama tahun 2025, Inspektorat II berhasil melaksanakan seluruh kegiatan 

untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan 

pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan. Dari 3 (tiga) indikator  

kinerja kegiatan terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target 

kinerja, dan 2 indikator capaiannya sesuai dengan target, dengan capaian 

kinerja rata-rata sebesar 117%. 
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 Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat II sebesar 

Rp11.684.608.000,-. Namun karena terdapat kebijakan efisiensi dari 

Kementerian Keuangan, maka terdapat anggaran yang diblokir sebesar 

Rp4.587.173.000,-. Sehingga dengan 

adanya blokir anggaran tersebut 

hanya sebesar Rp7.097.435.000,- 

yang dapat dipergunakan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan Inspektorat II. 

Dari total pagu anggaran yang dapat 

digunakan, Inspektorat II berhasil 

merealisasikan sebesar 

Rp.6.898.170.370 dengan persentase 

daya serap sebesar 97,19%. 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Sasaran Kinerja (SK) 

dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan, secara umum kinerja 

Inspektorat II Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat 

baik, dengan seluruh target tercapai dan sebagian indikator melampaui 

target. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa 

aspek penting yang perlu menjadi perhatian guna menjaga keberlanjutan 

kinerja dan meningkatkan kualitas capaian di tahun berikutnya. 

1. Evaluasi atas Capaian IKK 1 – Maturitas SPIP 

Capaian 100 persen satker dengan Maturitas SPIP minimal 3,3 

menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pembinaan dan pengawasan 

sistem pengendalian intern. Namun demikian, hasil evaluasi 

mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Sebagian satker masih berada pada batas minimum level 3,3, 

sehingga rentan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan 

pembinaan berkelanjutan; 
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b. Penerapan SPIP di beberapa satker masih bersifat administratif, 

belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pengambilan 

keputusan dan manajemen risiko; 

c. Kualitas dokumentasi dan pemutakhiran risiko belum sepenuhnya 

merata antar satker. 

Implikasi evaluasi: Capaian kuantitatif telah terpenuhi, namun kualitas 

implementasi SPIP perlu terus ditingkatkan agar tidak bersifat simbolis 

dan mampu memberikan nilai tambah nyata terhadap tata kelola 

organisasi. 

 

2. Evaluasi atas Capaian IKK 2 – ZI-WBK/WBBM 

Capaian indikator ZI-WBK/WBBM yang mencapai 152,48 persen 

menunjukkan keberhasilan yang sangat menonjol. Meski demikian, 

evaluasi kinerja menekankan beberapa perhatian penting. 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Capaian yang melampaui target berpotensi menimbulkan risiko 

stagnasi atau complacency, apabila tidak diiringi dengan penguatan 

kualitas pasca-penetapan predikat 

b. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan konsistensi 

implementasi ZI antar satker; 

c. Fokus sebagian satker masih pada pemenuhan eviden penilaian, belum 

sepenuhnya pada perubahan berkelanjutan (sustainability). 

Implikasi evaluasi: Keberhasilan capaian kuantitatif perlu diimbangi 

dengan penjaminan kualitas dan keberlanjutan implementasi ZI, agar 

predikat WBK/WBBM benar-benar mencerminkan perubahan nyata dalam 

tata kelola dan integritas. 

 

3. Evaluasi atas Capaian SK3 – Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 

Keberhasilan mempertahankan Predikat AKIP A menunjukkan 

konsistensi Inspektorat II dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. 

Namun, evaluasi kinerja menunjukkan beberapa aspek yang perlu 

diperkuat. 

 



 

 

54 

Hal yang perlu diperhatikan: 

a. Keterkaitan antara hasil evaluasi dengan perbaikan kinerja satker 

masih perlu dipertegas dalam perencanaan dan penganggaran dengan 

menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi; 

b. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan 

keputusan strategis; 

c. Dokumentasi outcome dan dampak pengawasan terhadap kinerja 

organisasi masih dapat ditingkatkan. 

Implikasi evaluasi: Capaian predikat A harus diarahkan untuk menuju 

akuntabilitas kinerja berbasis hasil dan dampak, bukan hanya 

kepatuhan terhadap sistem dan dokumen. 

 

Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Tahun Berikutnya 

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, langkah-langkah strategis yang perlu 

dilakukan pada tahun berikutnya difokuskan pada penguatan kualitas, 

keberlanjutan, dan dampak kinerja, sebagai berikut: 

1. Penguatan Kualitas Implementasi SPIP 

a. Mendorong peningkatan Maturitas SPIP satker menuju level 4 melalui 

pendampingan berbasis risiko dan tematik; 

b. Memperkuat integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan satker; 

c. Melakukan reviu berkala terhadap efektivitas pengendalian intern, 

tidak hanya pada aspek kepatuhan. 

2. Penjaminan Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM 

a. Menggeser fokus pembinaan dari pencapaian predikat menuju 

sustainability ZI, termasuk pengawasan pasca-penetapan; 

b. Memperkuat monitoring implementasi budaya integritas, pelayanan 

publik, dan pengendalian gratifikasi; 

c. Mengembangkan mekanisme evaluasi internal ZI berbasis outcome dan 

perilaku organisasi. 
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3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja 

a. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, 

dan hasil pengawasan; 

b. Mendorong penggunaan hasil evaluasi kinerja dan pengawasan sebagai 

dasar pengambilan keputusan manajerial; 

c. Mengembangkan indikator kinerja yang lebih mencerminkan hasil dan 

dampak pengawasan. 

4. Penguatan Peran Inspektorat sebagai Trusted Advisor 

a. Meningkatkan pendekatan pengawasan berbasis konsultatif tanpa 

mengurangi independensi; 

b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam 

pengawasan dan evaluasi kinerja; 

c. Meningkatkan kapasitas APIP melalui pelatihan tematik sesuai isu 

strategis dan risiko utama. 

 

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Inspektorat II telah 

berada pada jalur kinerja yang sangat baik, namun tetap memerlukan 

upaya peningkatan kualitas agar capaian yang telah diraih dapat 

berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih nyata. Langkah strategis 

yang dirumuskan untuk tahun berikutnya diharapkan mampu memperkuat 

peran Inspektorat II sebagai penggerak tata kelola yang baik, akuntabel, dan 

berintegritas. 
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LAMPIRAN 
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